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KEPUTUSAN MENTERT AGEMA REPUBLIK THDOMESIA

NOMOR L0/ AU 1997
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERTAN MADRASAH
MENTERT AGAMA REPUBLIK IMDONESIA

: bahwa dalam rangka menunjang pemhangunan nasional i
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sehaaai
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar

nya.

: 1. Undang-Updang Mepublik Indonesia MNomor 2 Tahun 1999
tentang Sistem Pendidikan Masional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Homor 28 Lakwe
1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia Meanse 29 Falons
1920 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Fresirlan'ﬁepuhlik Indonesia Homor 44 Talwn
1974 tentang Pokobk-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 15 Takon
1304 tentarng Basunan OQrganisasi  Departemen  cdepicgne
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik “Indonesia Nomor 76 Tahun 1996

G. Keputusan Henteri Agama, Menteri Pendidilan dan Peha
tlayaan dan Menteri Dalam Hegeri Homor 6 lalwn 1977
Momor 03/ 1975 dan Feanors 36 Tabury 1975 tentang
Feningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Henteri Agama Momor 18 Tahun 1975 tentang
Sustnan  Organisasi  dan  Fata Kerja Departemen Agama
yang telah diubabh dan disempurnakan  terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Hewnorr 75 Tahun 1904:

a

. Keputusan Menteri Agama Homor 45 Tahun 1981 tentana

Organisant dain tata Kerja Kantor SWilayab Departomen
Agomn Dlopine i, Kantor  Departemen Agama Kabupaten)
Kotamadya dan  falai Perlidikan  dan Latihan  Pegavai
feknis Keagamaan Depar temen Againg
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g pepulusan Mendes o Agauna Nomar 15 Tabun 1978 1endand

cusunan Organisasi dan Tata Kerija Madrasah Ibtidaiyah
Neger i, :

10, Erpritusan Menteri Agama Momar 16 Tahun 18970 tent andg

cosunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Hegeri;

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang

cusunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Megeri.

. persetujuan Menteri Hegara Pendayagunaan Aparatur Megara

dengan Surat Homor - B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN MEHTERT  AGAMA REPUBLIK 1MDONESIA TENTAHG PEMBL-

KAAN DAN PENEGERTAN MADRASAH.

- Membuka dan. menegerikan madrasah sebagaimana tercantum

dalam lampiran 1 dan 11 Keputusan ini.

- Kedudukan,  tugas, funasi, SUSUNAN arganisasi, ran tata

ker ja Madrasah IRt idaiyah Hegeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 HKeputusan Menteri Agama
Momor 15 Tahun 1978.

< erhodukan,  tugas, fungsi, Susunan arganisasi, dan tata

kerja Hadrasah Tsanawiyah Megeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai cengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Homor 16 Tahun 1978,

- Kedudukan, 1ugas, fungsi, susunan nrganisasi, dan tata

kerija Madrasah Aliyah Megeri diatur sesuai ketentuan Pasal

| sampai dengan Pasal 8 kKeputusan Menteri Agama Momor 17
Tahun 1978,

- petentuan lehih lanjut yang diper lukan bhagi pelaksanaan

Keraithisan iqi diatur oleh Direktur Jenderal  Peambinaan
kelembagaan Agama Tslam.

- Sejak berlakunya Eeputusan ini jumlah Madrasah Ihtidaiyah

Hegeri her tamhah dar i 175 (ser it dua puluh lima) menjaci
1ATG Cenribn empat ratus tiga prtuly 1ima) machiasah, Mardra

caly Teanawiyah Heaeri hertambah dari A53 (delapan ratus
Vima ‘ruluh tiga) meniads 1141 (saribo seratus empal (R REIN
malud madg asah, oo pah anah Aliyah Heqger i hertambah AR
167 (empal ratus= Tima priluh tujul) menjadi 554 (Tima ratus
lima putuh empal ) madh asabh .



wjuh D Kepatusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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Menko Kesra:

Ketua Badan Pemsriksza Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;

Menteri Dalam Neger i RI;

Menteri Keuangan RI;

Komisi IX DPR RI:

Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas 1slam dan Urusan
HajifIrjen!Kabalitbﬂng Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

. Para Gubernur KoH Tingkat 1 seluruh Indonesia;
. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binhaga

IsTamfInspektuerau;slitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdiklat Pizgawai ;

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia:

Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia:

Kantor Perbendaharann dan Kas Negara di seluruh Indonesia:
Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi ;
Yang bersangkutan untuk diketahui.



